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WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN 
PROVINSI MALUKU UTARA 

 
PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN 

NOMOR  9   TAHUN 2021 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 44 TAHUN 2020 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE 
KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2013 

TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR  DAN/ATAU PERTOKOAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, 
 

Menimbang : a. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
b. 

bahwa dengan memperhatikan Peraturan Walikota 
Tidore Kepulauan Nomor 44 Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tidore 
Kepulauan  Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan terdapat 

kelemahan-kelemahan yang tidak efektif dalam 
pelaksanaannya oleh Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan  Koperasi dan UKM, maka perlu 

dilakukan Perubahan; 
 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam  huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2020 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tidore 
Kepulauan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 
3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir  

Dan/Atau Pertokoan; 
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Mengingat : 1. 

 
 

 
 
 

 
2. 

 
 
 

 
 
 

 
 

3. 
 
 

 
 

 
4. 
 

 
 
 

 
5. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

6. 
 

 
 
 

7. 
 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, 
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten 
Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan 

Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4264); 
 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4866); 

 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049);  

 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5512); 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
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8. 

 
 
 

 
 
 

9. 
 

 
 
 

 
 

10. 
 
 

 
 
 

11. 
 

 
 
 

12. 
 

 
 
13. 

 
 
 

 
14. 

 
 
 

 
15. 
 

 
 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5404); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern; 
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

04/PMK.07/2011 tentang tentang Tata Cara 
Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor  9); 

 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

70/M.DAG/PER /2/2013 tentang Pedoman Penataan 
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 
dan Toko Modern; 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 
2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan 

Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah; 
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16. 

 
 

 
 
 

 
 

17. 
 
 

 
 
 

18. 
 

 
 
 

19. 
 

 
 
 

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

17/PMK.07/2016 tentang Pencabutan atas Peraturan 
Menteri Keuangan No 11/PMK.07/2010 tentang Tata 

Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran 
Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 197); 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015  tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 
 

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran 
Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 
186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore 

Kepulauan Nomor 144); 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 44 TAHUN 2020 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 

2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2013 

TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR  DAN/ATAU 
PERTOKOAN. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 44 

Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tidore 
Kepulauan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir  
dan/atau Pertokoan dirubah sebagai berikut : 
 

1. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB VIIA, 

sehingga berbunyi sebagai berikut  :  
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BAB VII A 

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI  
 

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8  disisipkan  1 (satu) Pasal  yakni Pasal 7A 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 7A 
 

(1) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi oleh 
Walikota dapat dilakukan atas dasar permohonan keberatan dari Wajib 
Retribusi akibat ditimpa bencana alam, bencana non alam atau 

kerusuhan. 
 

(2) Pemberian keringanan retribusi sebagaimana  dimaksud pada ayat 1 

(satu) kepada Wajib  Retribusi dalam  bentuk metode pembayaran yang 
dilakukan secara diangsur tanpa dikenakan sanksi administrasi. 

 
(3) Pemberian pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan cara memberikan potongan sebanyak-banyaknya 

setengah atau 50 % (lima puluh persen) dari besaran tarif retribusi 
pertahun yang harus dibayarkan oleh Wajib Retribusi. 

 
(4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh 

Walikota atas permohonan Wajib Retribusi, dilakukan setelah melalui 

persyaratan yang ketat. 
Pasal  II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Tidore Kepulauan. 

 
 

 
 
 

 
 

Ditetapkan di Tidore 

pada tanggal 16 Februari 2021 
 
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN. 

 
Ttd 
 

ALI IBRAHIM  
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Diundangkan di Tidore 

pada tanggal 16 Februari 2021 
 

Pj.  
 
 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA TIDORE KEPULAUAN, 
 

Ttd 
 

MUHAMMAD MIFTAH BAAY 
 

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 602. 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

 

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN, 

 
T t d 

 

BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si 
PEMBINA  UTAMA MUDA 

NIP. 19660110 199211 2 001 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                 


